. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pencucian Uang

Pencucian uang atau money laundering pertama kalinya dipakai sebagai
terminologi kejahatan di Amerika Serikat pada tahun 1930-an dimana istilah ini
merujuk pada perbuatan mafia dalam memproses uang hasil kejahatannya untuk
dicampur dengan bisnis yang sah dengan tujuan agar uang kotor tersebut menjadi
bersih atau terlihat sebagai uang dari hasil usaha yang sah (Rona K. Noble dan

CE Golumbic, dikutip oleh Yenti Garnasih, 2003: 45).

Istilah money laundering sendiri konon dipakai karena para mafia membeli
perusahaan pencucian pakaian (laundromat) sebagai tempat mereka
menginvestasikan dan mencampur hasil kejahatan mereka yang amat besar yang
berasal dari hasil pemerasan, penjualan minuman keras ilegal, perjudian maupun
pelacuran (Yenti Ginarsih, 2003: 45).Namun nampaknya tidak semua setuju
dengan asal muasal istilah money laundering yang dikaitkan dengan cerita mafia
tersebut. Menurut Jeffrey Robinson, mitos mafia tersebut hanya karangan belaka,
sedangkan istilah money laundering sendiri dipakai karena istilah tersebut secara
tepat mendeskripsikan proses yang terjadi, yakni uang tidak sah (kotor)
ditempatkan melalui siklus transaksi-transaksi (dicuci), sehingga hasil yang keluar

menjadi uang sah (bersih) (Jeffrey Robinson, 2004 6).



16

Pencucian uang sendiri bukan merupakan kejahatan tunggal, akan tetapi termasuk
kejahatan ganda (dual crime) yang selau berkaitan dengan kejahatan asal/core
crime/predicate crime/predicate offence-nya. Pencucian uang merupakan follow
up crime atau keahatan lanjutan (Yenti Garnasih, 2003: 48). Di Austrdlia,
kejahatan pencucian uang disebut sebagai proceed of crime act yakni tindakan
kejahatan atas hasil kekayaan yang diperoleh dari kejahatan (Yenti Garnasih,

2003: 94).

Menurut Pasal 1 angka 1 UU TPPU, dipaparkan definisi pencucian uang sebagai
perbuatan menempatkan, menstransfer, membayarkan, membelanjakan,
menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri,
menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduga merupakan Hasil Tindak Pidana dengan maksud untuk
menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-

olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

B. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Tindak Pidana Pencucian Uang dirumuskan didalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 6

ayat (1) dan Pasal 7

Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja :
a. menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya
merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, bak atas

nama sendiri atau atasnama pihak lain;
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b. mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan yang lain,
baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;

c. membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas
namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;

d. menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau
patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri
maupun atas nama pihak lain;

e. menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama
pihak lain;

f. membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinyaatau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau

g. menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya
atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau

surat berharga lainnya.

dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana
karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5
(lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00

(lima belas milyar rupiah).
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Pasal 6 ayat (1), berbunyi : “Setiap orang yang menerima atau menguasai :

a. penempatan;

b. pentransferan;

C. pembayaran;

d. hibah;

e. sumbangan;

f. penitipan; atau

g. penukaran.
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paing lama 15 (lima belas)tahun dan denda paling sedikit
Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak

Rp 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

Pasal 7 disebutkan bahwa : “Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau Korporasi
Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang
memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak
pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak

pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Subyek hukum dari Pasal 7 adalah :
a. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI),

b. Korporasi Indonesia.
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Tetapi disyaratkan yang berada di luar wilayah Negara RI. Sedang maksudnya
berada barangkali termasuk bertempat tinggal atau berusaha (bisnis) di luar
negeri. Pasal ini hanya mengatur subyek hukum TPPU bagi WNI dan Korporasi
Indonesia sgja, dengan demikian TPPU menurut Undang-Undang ini tidak
mengatur subyek hukum bagi WNA dan Korporas Asing. Sedangkan TPPU
adalah kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah negara (transnasional).
Sebagal kejahatan yang bersifat transnasional bukan tidak mungkin pelakunya
adalah WNA atau Korporasi Asing, tetapi tidak menjadi subyek hukum, dengan

demikian merekatidak terjangkau oleh undang-undang ini.

Pasal 7 ini hanya berkaitan dengan Pasal 3 sgja, sekali lagi untuk WNA atau
Korporasi Asing yang ada di luar negeri apabila menempatkan atau mentransfer
Harta Kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana ke wilayah Negara RI tidak

merupakan TPPU.

2. Tindak Pidanalain yang berkaitan dengan TPPU

a Pasal 8

Penyedia Jasa Keuangan yang dengan sengga tidak menyampaikan |aporan
kepada PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan
pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

b. Pasa 9

Setigp orang yang tidak melaporkan uang tunai berupa rupiah sgjumlah

Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang
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nilainya setara dengan itu yang dibawa ke dalam atau ke luar wilayah Negara

Republik  Indonesia, dipidana dengan pidana denda paing sedikit

Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 300.000.000,00

(tigaratus jutarupiah).

c. Pasa 10

PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, atau orang lain yang

bersangkutan dengan perkaratindak pidana pencucian uang yang sedang diperiksa

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalamPasal 39 ayat 1 (satu) dan

Pasal 41 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun

dan paling lama 3 (tiga) tahun.

d. Pasal 10A

(1) Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, dan
siapapun juga yang memperoleh Dokumen dan/atau keterangan dalam rangka
pelaksanaan tugasnya menurut Undang-Undang ini, wajib merahasiakan
Dokumen dan/atau keterangan tersebut kecuali untuk memenuhi kewajiban
menurut undang-undang ini.

(2) Sumber keterangan dan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib
dirahasiakan dalam persidangan pengadilan.

(3) Pgjabat atau pegawai PPATK, penyidik, saksi, penuntut umum, hakim, dan
siapapun juga yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan pada ayat (1)
dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 3 (tiga) tahun.
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(4) Jika pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan dengan sengaja, pelaku dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun.

e. Pasa 11

(1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam Bab Il dan Bab 1ll, pidana denda tersebut diganti dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

(2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.

C. Sistem Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana

R. Subekti (1987: 7), berpendapat bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim
tentang kebenaran dalil atau dail-dalil yang diketemukan dalam suatu
persengketaan. Di dalam mencapai kebenaran materiil tersebut tidak cukup hanya
berdasarkan alat-alat bukti yang sah sgja, melainkan juga harus berdasarkan pada
keyakinan hakim. Sebab walaupun terdapat aat-alat bukti yang sah menurut
Undang-Undang, tetapi apabila Hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa
terdakwa bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Jaksa kepadanya, maka

Hakim tetap akan menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan.

Pada dasarnya dalam proses pembuktian dikenal adanya tiga sistem pembuktian,
yaitu :
1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif

(positief wettelijk bewijstheorie).
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2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif
(negatief wettdlijk).
3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis

(laconviction raisonnee) (Andi Hamzah, 2008: 247).

1. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif

(positief wettelijk bewijstheorie)

Menurut D. Simons dalam Andi Hamzah (2008: 247), mendefinisikan bahwa
sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (positief
wettelijk) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim
dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang
keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor (inquisitoir) dalam

acara pidana.

Menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem
atau teori pembuktian. Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat
pembuktian yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian
berdasar undang-undang secara positif (positief wettelijk  bewijstheorie).
Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu,
artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan aat-alat bukti yang
disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

Sistem ini disebut jugateori pembuktian formal (formele bewijstheori).
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2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif

(negatief wettelijk)

Menurut Andi Hamzah (2008: 250), HIR maupun KUHAP menganut sistem atau
teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (negatief wettelijk). Hal
tersebut dapat disimpulkan dari Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan bahwa
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

mel akukannya.

Untuk Indonesia, yang sekarang ternyata telah dipertahankan oleh KUHAP,
Wirjono Prodjodikoro (Andi Hamzah, 2008: 253) berpendapat bahwa sistem
pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (negatief wettelijk) sebaiknya
dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus
ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu
hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim
tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang
mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan

tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

3. Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis

(laconviction raisonnee)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang

berdasar keyakinan hakim sampa batas tertentu (laconviction raisonnee).
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Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar
keyakinannya, keyaninan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai
dengan suatu kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan kepada peraturan-
peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatunkan dengan suatu

motivas.

Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif, dalam
arti pemidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda, yaitu pada
peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim dan menurut undang-
undang, dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan perundang-
undangan. Hal ini didasarkan pada Pasa 183 KUHAP yang menyatakan bahwa

dari dua alat bukti sah itu diperoleh keyakinan hakim.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa di dalam sistem pembuktian
negatif menurut Undang-Undang ini ada hubungan yang erat antara keyakinan
Hakim dan alat-alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang. Keyakinan
Hakim dapat diperoleh atau ditimbulkan dari adanya alat-alat pembuktian yang
sah, begitu juga sebaliknya aat-alat pembuktian tersebut harus dapat memberikan
keyakinan pada Hakim. Misalnya, walaupun ada sgjumlah saksi, maka Hakim
dapat membebaskan terdakwa dari segala hukuman, sebab bukanlah hal yang
tidak mungkin bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dibayar untuk

menj erumuskan terdakwa.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam Andi Hamzah (2008: 253) bahwa sistem

pembuktian berdasar undang-undang secara negatif sebaiknya dipertahankan
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berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan
hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman
pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin
atas kesalahan terdakwa. Kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat
hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang

harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

D. Sistem Pembuktian Menurut UU TPPU dan UU ITE

UU TPPU juga mengenal beberapa ketentuan khusus mengenai aspek pembuktian
tindak pidana. Misalnya dalam hal perlu tidaknya dibuktikan terlebih dahulu
tindak pidana asalnya sebelum dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana
pencucian uang yang merupakan kejahatan atas harta kekayaan hasil tindak
pidana asal, juga alat-alat bukti baru di luar KUHAP yang diperkenalkan oleh UU
TPPU. Selain itu dikenal pula sistem pembuktian terbalik, dan kekuatan

pembuktian dalam persidangan in absentia yang dianut olen UU TPPU.

Persidangan in absentia merupakan kekhususan dalam UU TPPU dimana apabila
terdakwa tidak hadir, setelah dipanggil 3 (tiga) kali secara sah, maka dengan
putusan sela dari majelis hakim, pemeriksaan dapat diteruskan tanpa kehadiran
terdakwa. Apabila dalam sidang berikutnya terdakwa hadir, maka segala
pemeriksaan sebelumnya yang tidak ia hadiri ialah sah dan memiliki kekuatan
pembuktian yang sama dengan apabila si terdakwa hadir sgjak semula. Putusan
peradilan yang dilaksanakan secara in absentia selain diumumkan di papan

pengumuman pengadilan juga wajib diumumkan dalam minimal 2 surat kabar
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yang beredar secara nasional, dalam jangka waktu 3 hari atau 3 kali penerbitan

berturut-turut.

Selanjutnya, di dalam UU ITE tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai sistem
pembuktian perkara pidana. Akan tetapi, apabila dilihat mengenai alat bukti yang
dapat dipakai yaitu di dalam Pasal 44 huruf a yang menyatakan bahwa aat bukti
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan. Hal ini
menunjukkan bahwa sistem pembuktian di dalam UU ITE yaitu berdasarkan pada
pembuktian sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan yang

berlaku khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

E. Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Menurut kamus hukum, alat bukti adalah apa sga yang menurut undang-undang
dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang
menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar tidaknya

tuduhan atau gugatan. (Sumarsono, him 650)

Menurut Pasal 39 (1) KUHAP dapat diketahui jenis-jenis barang bukti, yakni
sebagal berikut :
1. Bendaberwujud yang berupa:
a. Benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana atau untuk
mempersiapkannya.
b. Bendayang dipakai menghaang-halangi penyidikan.

c. Bendayang dibuat khusus atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
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d. Benda-benda lainnya yang mempunya hubungan langsung atau tidak
langsung dengan dilakukannya tindak pidana masuk dalam bagian ini ialah
benda yang dihasilkan suatu tindak pidana.

2. Bendatidak berwujud berupatagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.

Alat bukti sebagaimana dimaksud pada Pasal 183 KUHAP diatur pada ketentuan
Pasa 184 KUHAP yang menyatakan bahwa macam-macam aat bukti adalah
sebagal berikut :
1. Alat bukti yang sah ialah:

a. keterangan saksi;

b. keterangan ahli;

C. surd;

d. petunjuk;

e. keterangan terdakwa.

2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP disebutkan bahwa : “Dalam acara
pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung satu aat bukti yang sah”.
Artinya kecuali pemeriksaan cepat, untuk mendukung keyakinan hakim
diperlukan alat bukti lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua alat bukti yang
sah. Setelah alat bukti tersedia perlu segera dilakukan penanggulangan lebih
lanjut, jangan sampa penanggulangan tindak pidana dilakukan jauh setelah

peristiwaitu terjadi sehingga mengakibatkan aat bukti menjadi hilang.
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Menurut Pasal 184 KUHAP di atas telah disebutkan bahwa ada lima macam alat
bukti yang sah menurut Undang-Undang, maka untuk lebih jelasnya akan penulis
uraikan sebagai berikut :
1. Keterangan saks
Keterangan saks adalah keterangan yang merupakan hal-ha yang dialami
atau didengar atau dilihat sendiri oleh saksi. Keterangan saks tidak boleh
berupa pendapat atau hasil rekaan saksi, ataupun keterangan dari orang lain.
Keterangan saksi harus diberikan oleh orang yang kompeten, yaitu orang yang
mampu secara hukum. Orang disebut kompeten apabila tidak di bawah umur,

sadar dan tidak di dalam pengampuan, misalnya sakit jiwa.

Selanjutnya, saksi yang memberikan keterangan di muka sidang harus
disumpah, sebab keterangan yang diberikan oleh seorang saks yang tidak
disumpah, bukan merupakan alat bukti, tetapi dapat dijadikan sebagai bahan
tambahan atau sebagai bahan pertimbangan dari adanya aat bukti yang sah.
Apabila seorang saksi tidak bersedia untuk disumpah maka ia harus
mengucapkan janji. Penyumpahan atau janji ini dimaksudkan agar ia
memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Kemudian apabila keterangan
saks itu palsu, maka setelah diperingatkan oleh Hakim, ia tetap pada
keterangannya maka ia dapat ditahan dan dituntut memberikan sumpah palsu
sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 242 ayat (21)
dan ayat (2) KUHP. Adapun bunyi selengkapnya ketentuan Pasal 174 ayat (1)

dan ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut :
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(1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang
memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan
keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang
dapat dikenakan kepadanya apabilaiatetap memberikan keterangan pal su.

(2) Apabila saks tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena
jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat
memberikan perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut

perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Sedangkan bunyi dari ketentuan Pasal 242 ayat (1) dan ayat (2) KUHP adalah

sebagal berikut :

(1) Barangsiapa yang dalah hal-hal di mana Undang-Undang menentukan
supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat
hukum kepada keterangan tersebut, dengan senggja memberikan
keterangan palsu atas sumpah, dengan lisan atau dengan surat oleh dia
sendiri atau oleh wakilnya yang ditunjuk untuk itu pada khususnya,
dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

(2) Kalau keterangan palsu atau sumpah itu diberikan dalam suatu perkara
pidana dengan merugikan si terdakwa atau tersangka, maka yang bersalah

dipidana dengan pidana penjara selama sembilan tahun.

Dalam hal saksi ada yang diperkecualikan tidak wajib menjadi saksi, hal ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 168 sampa dengan Pasal 171 KUHAP

sebagal berikut :
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Pasal 168 KUHAP, berbunyi :

Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar

keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:

a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah
sampai dergjat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai
terdakwa.

b. Saudara dan terdakwa atau yang bersama-sama sebagal terdakwa, saudara
ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena
perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampal dergjat ketiga

c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-

sama sebagai terdakwa.

Pasal 169 KUHAP, berbunyi :

(1) Dadam ha mereka sebagamana dimaksud dalam Pasa 168
menghendakinya dan penuntut umum serta tegas menyetujuinya dapat
memberi keterangan di bawah sumpah.

(2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mereka

diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Pasal 170 KUHAP, berbunyi :

(1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya
diwgjibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban
untuk memberi keterangan sebagal saksi, yaitu tentang ha yang

dipercayakan kepada mereka.
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(2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan

tersebut.

Pasal 171 KUHAP, berbunyi :

Y ang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah
kawin;

b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya

baik kembali.

. Keterangan ahli

Selain saksi di atas, ada orang lain yang diperlukan keterangannya di depan
sidang pengadilan bukan sebagai saksi, artinya bukan mengenai apa yang
didengar, dilihat dan dialaminya tetapi yang diperlukan adalah tentang
pendapatnya menurut keahliannya. Keterangan dari orang ini disebut

keterangan ahli dan orangnya dapat disebut sebagai saksi ahli.

. Surat

Surat merupakan alat bukti tertulis yang memuat tulisan untuk menyatakan
pikiran seseorang sebagai aat bukti. Surat menurut bentuknya diklasifikasikan
menjadi dua jenis yaitu surat akta dan bukan surat akta. Surat akta adalah surat
yang bertanggal dan diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa
yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang digunakan untuk
pembuktian. Surat akta diklasifikasikan lagi menjadi 2 yaitu surat akta otentik

dan surat aktatidak otentik (di bawah tangan).
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4. Petunjuk
Petunjuk di sini dapat diidentikkan dengan suatu pemeriksaan di tempat
kejadian perkara. Pemeriksaan di tempat dilakukan oleh hakim dengan dibantu
oleh panitera. Dalam melakukan pemeriksaan di tempat, panitera membuat
berita acara yang ditandatangani oleh hakim dan panitera yang bersangkutan.
Dengan melakukan pemeriksaan di tempat, hakim memperoleh kepastian
tentang peristiwa yang dikemukakan di persidangan. Hasil pemeriksaan di
tempat yang dituangkan dalam berita acara itu merupakan bahan resmi,

sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang

tepat.

5. Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa atau sering dikena dengan istilah lain yaitu pengakuan
terdakwa. Pengakuan yang diucapkan di muka sidang pengadilan mempunyai
kekuatan bukti sempurna bagi orang yang memberikan pengakuan, baik
diucapkan sendiri maupun dengan perantaraan orang lain yang dikuasakan

untuk itu.

Pengakuan yang diucapkan di persidangan dapat berupa pengakuan lisan dan
dapat pula pengakuan tertulis yang dibacakan di persidangan. Pengakuan
sifatnya membenarkan seluruh atau salah satu hak atau hubungan hukum yang
dikemukakan oleh penggugat. Pengakuan yang dimaksud adalah pengakuan
yang berhubungan dengan perselishan yang tidak dapat diselesaikan oleh

pihak-pihak itu sendiri.
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Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dalam Pasal 184 KUHAP inilah
menyebutkan suatu alat-alat bukti yang sah dalam acara pemeriksaan, ketentuan
yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP ini ada perubahan yang sebelumnya
terdapat dalam HIR. Perubahan mana dapat dilihat bahwa untuk KUHAP yang
diperbaharui yaitu adanya keterangan ahli yang dalam HIR tidak disebutkan dan
perubahan lain tentang keterangan terdakwa di mana dalam HIR disebut dengan

pengakuan terdakwa.

F. Faktor-Faktor Yang M empengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah bagian dari seluruh akitivitas kehidupan yang pada
hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili
kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah
disepakati bersama dalam suatu peraturan yang berlaku, baik secara tertulis
maupun tidak tertulis. Pengaturan bersama secara tertulis yang tertuang dalam
suatu produk perundang-undangan dimaksudkan dalam rangka mengatur tata
kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara agar |ebih tertib dan berkepastian

hukum.

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum

dipengaruhi beberapa faktor :

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. Contohnya, tidak
diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan

pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang serta
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ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan
kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan  hukum.  Contohnya, keterbatasan kemampuan  untuk
menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraks,
tingkat aspiras yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas
untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu
proyeksi.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Contohnya,
dapat dianut jalan pikiran sebagai berikut : yang tidak ada, diadakan yang baru
betul; yang rusak atau salah, diperbaiki atau dibetulkan; yang kurang,
ditambah; serta yang macet, dilancarkan.

4. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum tersebut
diterapkan. Contohnya, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-
upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya; tidak berdaya
untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan,
psikis, sosia atau politik, dan lain sebagainya.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan
pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Contohnya, nilai ketertiban dan
nilai ketentraman, nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,

nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kelima faktor yang telah disebutkan

mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah
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positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut,
maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh
karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan
oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan

hukum oleh masyarakat luas.



